PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I

SALINAN

SURABAYA

No. 1/B, 29-~7-1981

MENTMBANG

MENCINGAT

PERATURAN IATIRAY WOTAMADYA DATRAH TIFAZ47 TT SURABAYA

NOMOR 5 TAHUE 1sT™h
TIrPATTC
PENYELINGCGARAATT DAY PINGZLOLALY ThiTAT PARKIR
TALAM KOTAMADYA DAERAH TINGEAT IT SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FESA
WALTXOTAMADYA KEPALA DAERAH TIIGKAT IT SURABAYA

a. Bahwa dalam rangka pembinaan pengelolaan perparkiran di Dasrah
Kotamadya Daerah Tingkst I Surabayn untuk menjamin berhasilnya
peningkatan pelayanan umum, periu dilaksanakan sistim pengelola
an secara terpadu dan ierorgenisir, sehingga mewujudkan terse=
lenggaranya penataan lingkungan perkoiaan, kelancaran lalu lin-
tas serta ketertiban adminigirasi Pendapatan Daerah j

be Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengaturan dan sig-
tim pengelolaan perparkiran sebogsimana telah ditetapkan dalam
Surat Keputusan Menteri Delam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tanggal
25 Maret 1980 tentang Pedoman Perparkiran di Daerah, dipandang
perlu mengatur kembali penyelenggaraan dan pengelolaan tempat par

kir dengan menetapkan suatu FPerzturan Daerah.

1., Undang=undang Fomer 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah-—
an di Daerah

2. Undang—-undang Womor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Ko-
ta Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyalarta juncto Undang—undang Nomor
2 tahun 1965

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Retribuei Deerah ;

4, Undang=-undang Vomor 3 tahun 1965 tentang lalu Lintas dan Angkub-
an Jalan Raya ;

5. Peraturan Pemerintah Momor 16 tchun 1958 tentang Penyerahan Urus
an balu Lintas Jalan kepada Dnerah Tingknt T

6, Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedow-

man Pengelolaan Perparkizran di Daerah,



Dengan persetujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Dasrah Kotoradya Dserah Tingkat IT Surabaya.
MElUtPTUCSKAD

MENETA PKAN : PBRETURAN DARRLT Kotamadya Dmerah Tinglat IT Surabaya tentang penye—
lengemraan dan pengelolsaan tempat parkir delam XKo=
tamndyn Doerah Tingknt IT Surabaya.

BAE T
TEOTITPTIAN (07T
Pagnl 1

Dalsm Peraturan Dacrch ini yang dimeloud dengan istilah

a. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IT Ste
rabaya ;

b. Pemerintah Daersh, ialah Pemerintah Kotam dya Daerah Tingkat IT
Surataya ;

c. Kendaraan, ialal setiap kendarcan bermoter maupun tidak bermoe
tor baik tergolong kendaraan wnum maypun keanda-
raan lain yang digunakan untuk perorangan i

d. Tempat parkir, ialah tempat yang ditentukan dan diijinkan oleh
Kepala Daerah sebegei tempat parkir kendaraan j

e. Parlir, ialah menempatkan kendaraan pada tempat parkir i

f. Usaha parkir, ialsh usaha untuk mendapatkan uvang dengan menye-~
diakan tempat untuk parkir serta menjaga atan
mengawasi kendaraan yang diparkir

g. Pengusaha parkir, ialah orang ~t2u Badan Hykum yang menjalankan
usnhs parkir dengon i1jin Kepala Daerah

h. Retribugi parkir, ialah punguion yang dikenakan kepada pemakai
kendarazn yang mererkir kendaraamnya di pangkal-—
an parkir

i, Tempat parkir Umum, islnoh pangknlan parkir yang diselenggarakan
gsecarn telup dengun mempergunakan fasilitas umum
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;

j» Tempat parkir khusus, ialah pangkalan parkir yang diselenggara—
kan sccom tetap dengen mempergunakan fapilitasg
sendiri j

k., Tempat parkir insidentil, ialah pangknlan parkir kendaraan yang
diselengegarakan secara tidak tetap atau insiden—
111 dikarenakan adanys sesuaiu kepentingan atan
kegiatan dan atau keramsian baik dengan memper-—

gunakan fagilitas umun maupun fagilitas sendiri.

BABR T
FENTLLENCGARALAYN,, PYNGELOLAALN, FEMBINAAN DAN
PENGUSAHAAN FARKIR

Pagnl 2
{1) Penyelenggara-n don pengeiolann temprt parkir dilakukan dan atan
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{2) Kepala Dacrah membentuk rtau nenunjuk Urit Pelaksana Dmerah untuk me-
laksanakan tugas tarsebut pads oyet (1) pasal ini dengan susunan or-—
gorisasi dan tata kerja yang akan dictur lebih lanjut oleh Kepala Dae

rzh

(3) Untuk dapnt mengarahkan kegiatan—kegintan don mengkoordinasiken kegiat
an penyelenggarnan dan pengelolsnn parparkiran dalam Kotamm dya Daerah
Tingkat IT Sweibaya, Xepals Drerch dapat membentuk Badan Pembina Per—
parkiran.

Prgrl 3

{1} Keprln Drerwh mompwivai wewensng untuk menentuksan tempat-tempat par—
kir umum dalam oteredys Imorsh Tinglmt TI Surabaya dengan memperhati-

kan ketertusn~ketentuan yang berloku i

(2) Jumlah dan letak lokasi tempat parkir umum ditetapkan oleh Kepala Dag

rah 3

(3) Dilarang menggunakan Berm dan trotoir dalam Kotamadya Daerah Tingkat
IT Surabaya sebagai tempat parkir,

Pasal 4
(1) Kepala Dacreh dapat menunjuk atau memberikan ijin kepads orang atau
badan hukum untuk mengusalakan tempat parkir umum, parkir khusus atau
parkir insidentil ;
{2) Orang atau Badan Hukum yang akan menjalankan pengusabaan tempat parkir
tersebut pada ayat (1) pasal ini diharuskan mengajuken permchonan le-
bih dahulu kepada Kepals Daerch i

{3) Tata cara dan syarnt-syarat pengajuan permohonan dan pemberian ijin
tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut
oleh Kepala Pacrzh

(4) Pemegang ijin harus melaksunaken sendiri pengusahean atau pengelola—
an tempat parkir dan tidak diperkenankon untuk memindah tangankannya
dengan cra dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain keounli dengan
ijin XKepala Daerah.

Pasal 5
(1) Dilarang mengusahakan tempat parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tanpa ijin lebih dohulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang
ditun juknya 3
(2) Tjin pengusshaan parkir tersebut pada ayat (1) passl ini diberikan de
ngon Yentuk dan warna yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat
yang ditunjuk,

BAB 1771
KEWA JTBAN-KEWAJ IRAN DARI PENGUSAHA PARKIR
Pagnl 6

(1) Setiap pengusshe parkir wijib @
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a, wenempotian popon namn ditenpat usihonya dongan menyebutkan tarip
parkir serta tamgenl dan Fomor Keputugen Yeprla DJaerah tentang penm
herian ijinny=
b. Melenghnpi tonda~tanda pengensl para netugns porkir, misalnya Kepa-

la temprt porkir, Juru parkir dhn lnin-lsin g

(2) Tanda st-u purouton p rikir horus berbentuk korcis yong dikeluarkan dan
disahk:n dengnn porpor-al olchk Nep-.la Dhorah dsn menyebutkan jumlah pu-
ngut-any

(3) Brginn yne verupa potongnn tands punguban dimnksud padn Ayt (2) pasal
ini hrrus ditempelksn ditemp~t y-ne rud~h dilih~t, zedang potongnn yong
lain diberiken kepndn pembrwn otau pemilik kendarnan yang bersanglkutan

(4) Pengusaha pnrkir dnn petugns parkir dilarong mengadnkan pungutan parkir
lebih tinggi drri pada tarip y-ng telah ditetapknn dan tercetak pada knr
cis ;

(5) Bagi pengusnha porkir ynng tidnk mengenakan pungutnn parkir atau pengusg
ha free parking herus menggunakan knrcis ynng dikeluarksn dan @isahkan
oleh Xeprln Dnereh serta ketentuan tersebut pads ayat (1), (2), (3) dan
(4) pasal ini berlokun b-ginya.

Pranl 7

Pengusahs parkir berkewnjibmn mendidik atan melatih para petugas-petugasnya
untuk mengerti drn mengucsni ben-r semua peranturan-peraturan lalu lintas pa

da umumya don per-cturnn-peratur~n perparkirnn pndc Khususnya,

Ba B IV
OTENTLAY BESARITA RETRIPUSI PARKIR
Pas:1 8

(1) Besarnys pungut~n retribusi perkir untuk s~tu kali parkir pada tempat—
tempat poriir wmm dan kKhosug ditetopkan sebogni berikut o
a. Umtuk kondrrasn truk dengan gandengannyn sebesar Rp. 300,~ (tiga ra
tus rupinh) ; _
Y. Untuk kendnrnan truk, sehesar Rp. 200,- {(due rrtus rupinh} ;
c. Untuk kendnraan bus, sebesar Rp. 200,~ (dun rotus rupiah) H
d. Untuk kendorasn mobil sedan, pick=up don kendnraan lain yang seje—
nis sebesar Bp. 100,- (serntus rupinh) H
e. Untuk kenderaan sepedn motor ntau sepedn kunbang sebesar Rp. 50y~
(1im puluh rupish) ;
f. Untuk kendnrann sepedn sebesor Rp. 25, (dun puluh lima rupiah)
(2) Pada tempnt porkir insidentil untuk satu knli parkir dikenakan retri-
busi parkir sebagni berikut :
a, Untuk kend:.rnsn truk dnn bus sebesar Rp. 500, (1ima ratus rupiah) :
b, Untuk kendnraan mobil sedan, pickeup dan kendaraan lain yang seje—
nig gebes~r Rp. 200,~ (dua ratus rupinh) :
¢. Untuk kend.irnan sepedn motor dan sepedsa kumbang sebesar Hp, 100,

(sortus rupi‘.lﬂ -
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d, Untulk kendnrnan sepecna sehes-r Rp. 25,- {dwn puluh lima rupinh) 3

(3) Retribusi p-ridr setiap sntu kali parkir di terminal ditetapken seba-

gai berikut :

a. Untuk bug yone bermlm sebessr Rp, 500,- {lima rntus rupiah) ;

b, Untuk bus vang igtir-b-t dijolur wnjong ecloma satu sampni dengan
enam jnr Gilnskan gehesar Rp, 250« {Au~ potus lima puluh rupiah) j;

¢, Untus tiobil prib~di severti sedan, pici-up dnn kendarazn lnin yang
sejenis selumn 6 (emm) fa sebsssr Rp. 100,~ (seratus rupich) ;

d. Untul seped~ moter ~tnu sepeds kv »ing sel~ma 12 {duz belas) jam,
sebeser Rp, 50, (1im: puiwh rapish)

e. Untuk sepedn bingn sci~ms 12 {den wel~o) dm, sobesar RAp. 25—

(dun puluh lim vupiah) ;

(4) Besarmyn retribuei parkir pada pangknlan Cnrge Terminal, untuk tiap ko~
1i parkir, ditetnpkan sebrgai berikut
a, Untuk truk @
1, Sel~mn 6 (enam) jam sebesar Rp. 500, (lima ratus rupiah) j
2. Lebih dari 6 (emam) jam sxmpni dengan 24 (dua puluh empat) jam,
acbegnr Rp. 750,~ (tujuh ratus lime puluh rupiak) ;

b. Untuk truk besertn gandengnn ¢
1. %elams 6 {enam) jam sebesar Rp. 750,~ (fujuh ratus lima pulub
rupiah) ;
2. Lebih dori 6 {enam) jnm sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam
sebesnr Rp, 1.000,— (seribu rupish) ;

(5) Untuk fendarman angkutan penumpang wnun non bus dalam kota sebesar
Rp. 50,~ (1lime puluh rupiak) srtu kali masuk delam pangkalan kendaraan
anglkutan penimpangs wnun, dongnn ketentunn bohwa setiap perjalanan pu=
lang pergi sepanjang trayek yrng ditentuknn, hanya dikennkan retribu-
gi satu kali.,

Frgnl 9
(1) Bagi pengusnha parkir yang mendopat ijin sebngniman dimoksud dalam
pagal 4 dan 5 Pernturan Dnerah ini hanye dikenakan retribusi berupa
beaya oetzk dan legnlisasi ~tau pengeschnn knrcis parkir,;

(2) Besarnyn retribusi tersebut padn ayat (1) pasal ini ditetapkan smebagail

berilkut .:

n. Untuk pengusnha parkir khusus atou parkir insidentil sebesnr 50 ¢
(1ice. puluh perserntus) dnri nilai nomin~l knrcis ynng berlaku pas-
da ay~t (1) dan (2) pas~l 8 Perntur~n Duerch ini g

b, Untuk pengusaha parkir khusus dengan tidok mengenakan pungutan atau
free porking sebesar 25 7 (dun puluh limn perserntus)dari nilai no-
minal knreis yong berlaku pada aynt (1) pasal 8 Peraturan Daerah ini,
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Pas~1l 17

Hneil pungutnn retribusi tersebubt d-lom pranld 8 dan 9 Per~turan Daerah ini

disetor ke Kng Pemerintnh D-ernh.

BAB V¥
TRTATCOU (G JAWi 38N
Pasml 11

(1) Pemerrrng ijin uscthn parkir berkor. iibn menjugn at+s kKemnanon kendaraan
boserts perlengknpnnnyn y-nc dip rkir don menjngn ketertibnn lalu lintas

ditempat usaha sertn disekelilinevym ¢

(2) Penentuan mengenni sinpn yong linrus bert-ngeug jrw-t scrts besarnmya nie

lai gnnti rugi atns hiloneny: kendnrnan dan ataw perlengknpnan yang di-
parkir dipangkalan porkir ditentuken berdasarknn keputusan Peradilan

Umum,
BAB VI
KETENTUAY PIBANA
Pngzl 12

(1) Polanggaran=pelangenran atas ketontunn-ketentuan Peraturan Daerah ini,
dianoam denda setinggi-tingginyn Rp, 50,000,~ (lima puluh ribu rupiah)
atay hukumn kurngan selama-lamenyn 6 (enamf bulan ;

(2) Disamping ketentunn sankei torsebut dnlam ayat (1) pasal ini kepada pee
ngusaha ynng melakukan pclangenron terh~dap ketentuan=ketentuan dalam

Poretiuran Dnerah ini dnpat dikensinn sanksi pencabutan ijin ussahanya.

BAB VI
KETTNTULAN PEEATUPR
Pasnl 13

Dengan ditetapkannya Peraturnn Dnernh ini, dinyatakan dieabut dan tidak ber
laku lagi Peraturan Daersh Kotamdyn Surnbayn Nomer 2 tahun 1974 dengan so-
gala perubshannya serta semuz ketentuin=ketentuan lain ataun yang bertentange
an dangan ketentuan=ketentuan Pernturzn Daerah ini.

Pasal 14

Halehnl yang belum cukup diatur dalam Peraturan Inerah ini, sepanjang mew
nyangkut pelaksanaan dari ketentuan-ketentusn Peraturan Daerah ini diserah-
kan pengatumnnya kepada Kepala Daerch.

Pagal 15
Peraturmn Daaxah ini mulai berlaku pads hari pertama gesudnh tanggal pe-
ngundangannya.
Surabaya, 26 Pebruari 1981
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DABERAH WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KDTAMADYA DAERAK TINCKAT II SURABAYA TINGKAT IX SURABAYA
Ketun,
ttd tid
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Dignhinn dengan Surnat Koputusnn Gubernur Fepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tangenl 25 Juni 1981 iTomer 24%/F tohum 1981

A.a, CUNGHNUR XG4 DALRAH TINGKAT I
Jatle TTIUR
Agiston T Sekretaris Wilayah/Daerah

WARBITO, RLEFAN,. M4
NIP. 010015749

Diwmdnangkan dnlam Lembaran Daerah Kotomadya Dnerah Tingkat IT Sura-
baya tahun 1981 Seri B pada tanggnl 29 Juli 1981 Nomor 1/B.

A.n. WALIKOTATATYA KEPAIA DAERAH
PINGKAT I SURABAYA
Sekretaris FKotamodya/Daerah

ttd

HOEAMMED MODJOPAHTT, SH
Tip. 510023623

Salinen sesuci dengnn aglingm
Seclretaris Kotamdy~ Drernh
Tingkat IT-Swcboya
U B,
Xepnla Bneian Hukum,

. ..Organisasi & Tatnlaksana

~

s TEGOEY. SOEJONC, SH

£ Wip. 510026744




PENJELASAN ATAS PERATURAN DANRAH KOTAM/DYZ DLER:H TINGKST II SURLE.YZ
HOWOR 5 TAHUN 4561
TENTLNG

PENYBLENGGIRAAN DLN PBNGELOLAAN TEHPLAT PLRKIR DALAM
KOTArsiDYA DLERLE TINGKLT II SUR.DLY.L

PENJEL:S.Y UHUH

Perikombangsn kota yanyg sangst pesat ditinjsu dari berbagal bidang menuntut
antaras lain perluasan sarana lalu lintas serta penertiban arus lalu lintas sehing=
ga dapat dicapai kelancaran arus lalu lintss.

Selama ind usaha=usana pombansuian yag dilaksanakan oleh Femerintah Dasrah
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarzkat telah diarahksn pula kepada
bidang prasarana lalu lintas dengan ditangunnya jalan=jalsn baru serta diperbaiki-
nya jalur=jalur lzlu lintas yang telah ada schelumnya. Usaha~usaha kearah kebu =
tuhan beays yang ocukup besar, yang oleh karensnya diperlukan partisipasi dari sem=
gengp warga masyarakats Partisipasi dalam kol irnd antara lain berwujud pembayaran
retribusi parkir kendaraan yang nilainya ditentukan dalam Peraturan Daerah ini,
dengan memperhatikan macam kendaraan yang diparkirs Retribusi parkir dipungut oleh
Pemerintah Daersh berdasarkan ketentuan-ketertuan yang telah diatur dalam Undange
undang Nomor 12 Iré. tahun 1957 tentang Retrilbusi Daerah.

Pergturan Daerah ini ddtetapkar dalsm rangka melaksanaskan ketentuan=-ketehe
tuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dslam Wegeri Nomor 43 +tghun
1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah dan mengatur pengusahaen
dan perijinan parkir, kewajiban~kewajiban dari pera pengusaha parkir, besarnya
retribusi parkir serta ketentuon-ketentuan mengenail Pidana yang ditetapksn sesuat
dengan ketentuan per Undang--undangan yang herlakuy sebagai penyempurnaan Peratursgbm
Peraturan Dzeral yang telah ditetapkan sebelumys mengenal tempat parkir di dalam
Wilayah Kotamadyr Dacrah Tingkat 1T Surabeya.

Dengan ditetapkannyas Peraturan Deersh ini, dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi :
1+ Peraturan Dserah Kotamadyas Surabaya Nomor 2 tsohun 1574 3
2+ Peraturan Deerzh Kotamadya Surabaya Komer 11 tahun 1974 3
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tzhun 1976
4e Peraturan Deerah Kotamadya Daerah Tingksat IT Surabaye Nomor 10 tahun 1977 3
5¢ Semua ketentuan-ketentuan yang pernal ditetspkan sebelumnya, sepanjang berw

tentangan dengan ketentusn=ketentusn Peraturcsn Daerah ini,

PENJELLSAN PLSAL DEMI PASAL
Fasal 1 : Cukup jelass

Padal 2 ayat (1) : Pemerintah Daerah menyclenggarakan dan mengawasi semus ke
giatan parkir dalam Xolomadya Daerah Tingkat IT Surabaya
demi ketertiban dan keserzgoman kegiatan perparkiran,



ayat (2)

Pasal 3 ayat 51)

ayat (3)

Pasal 4 ayat (1)

ayat (2)
dan (3)
ayat (4)

Pasal 5 ayat (1)
dan (2)
Pasal 6 ayat (1)
ayet (2)

ayat (3)
ayat (4)

(2]

L]

Mengingat luasnya icnpnt=terpat parkir dalam Kotamadya
Deerah Tingkat II Sur: loy: yraln diselenggarskan dan die
kelola oleh Pomerintal: Toeroh moka untuk lebih mendayam
gunakan dan beruasil muicoys menyelenggaracn parkir die
maksud perlu senunjuk othou nemeentuk suatu Badan/Unit
pelaksanc.

Untuk menct-pkan tompst otoun lokasi yang nosuk dalam pew
ngelolaan yarkir Kep-le Jroral akan nmenetapksn dengan
Keputusan burdasarken poervinbangon effisien dan effekti-
fitasnya.

Untuk tetap menjuga kclinemran lzlu lintas khususnya bas
gl pejalan kaki maka trotoir diladang diadakan fempatb
parkir. Demikian juss nalnys berm=berm yang sudah dibae
ngun dilarang untuk dijadikan tempat parkir untuk mengh
hindari kerusakan.

Bahwa selzin Pemerintab Daorah dapat diijinkan penyaienge
garaan parkir oleh piiask lain mengingat ¢4dak semua lokasi
atau tempat dapat dijoloni atzu dilakukan oleh Pemerintah
Daerah, sehingga perlu memberikannys kepada pihak lain
dalam penyelenggarasin norkir baik yang bersifat parkir
umum, parkir khusus aten porkir yang bersifad imsddental.
Untuk mendapatkan ijin nonyelenggaraan parkir maka perdn
diatur tata—cora serts persysrstannya.

Ijin penyclenggsrasin parkir berlaku hanya untuk orang
yang namanya tersebut d-lom curat ijin dan tidak boleh
dipindaixan dengan j~lon apopun kecuali dengan persebu=
Juan Kepala Daerah.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Untuk keseragaman don sevacal dasar pengamanan retribusi
maka setiap karcis ynng dipergunskan baik untuk tempat
parkir umum yang disclenggarakan oleh Pemerintah Daerah
ataupun parkir umum yang diselenggarakan oleh pihak lain
atau parkir khusus/insidental, semua karcisnys dikeluar-
kan dan disahkan oleh Femerintah Daerah. Dolam karois
disebutkan untux jenis kendaraan apa, bescrnya retribusi
dan diberd tandn pengesghan,

Cukup jelaes.

Bagi pengusaha parkir dilarang wntuk mengadakan purigutan
atas parkir lebih tinggd deori ketentuan yang tercantum
dalam kercis,



ayat (5) : Untuk pensusahs parkir yeue tidsk mengenakan pungutan
(frec parking) tetap dilinnlion kewsjiban untuk mendapetkan
ijin dari Keprla Dacrnbh d&rn kercisnys dipergunakan dikelus
arkan olel Iocmerintal Deer-h, Len untuk itu dikenaken re =
fribtusi Lerups Yioya colek don o pengosshon karcis. Hal ind
dimakoudlken karena pada dosarny- free parking oleh pehngusa-
ha ini adalan untuk mencril n-zounjung dengan memberikan

servis parkir zr-tis.

Tasal T : Cukup jeleog.
IFasal 8 sampai
dengan asal 15 t Cukup jelas.




